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Belanja Barang dan Jasa
- Pengaruhi OpiniBPK

KUALA KAPUAS - Pit Bupati
Kapuas HM Nafiah Ibnor menyam-
paikan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun 2022 pada
Rapat Paripurna ke-4 Massa Persidangan
I Tahun Sidang 2023, Senin (17/7),
di Ruang Rapat DPRD Kapuas. Rapat
tersebut juga beragendakan Penetapan
SK tentang Perubahan atau Keputusan
DPRD Kabupaten Kapuas No 51 Tahun
2022 tentang Penetapan Program Pem-
bentukan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2023.

Hadir dalam rapat tersebut, Sekre-
taris Daerah Kabupaten Kapuas Septedy,
Ketua DPRD Kapuas Ardiansah beserta

anggota DPRD Kapuas dan sejumlah.

kepala OPD. Dalam penyampaian Plt
Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor bahwa
untuk laporan keuangan. pemerintah
daerah tahun 2022 sebelum dilaporkan

kepada masyarakat melalui DPRD, telah
diperiksa terlebih dahulu oleh BPK-RI
perwakilan ProVinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut,

* Pemkab mendapat opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP).

“Opini WDP yang diberikan oleh
BPK-RI atas laporan keuangan pemerin-
tah daerah Kabupaten Kapuas tahun ang-
garan 2022 mengalami penurunan satu
tingkat jika dibandingkan dengan opini
atas laporan l(euangan tahun lalu, yaitu
wajar tanpa pengecualian. Penurunan
opini tersebut antara lain dipengaruhi
oleh adanya penyajian realisasi belanja
barang dan jasa, belanja modal, penya-
jian nilai investasi jangka panjang serta
penyajian saldo aset tetap yang belum di
implementasikan secara optimal sesuai
kebijakan akuntansi pemerintah Kabu-
paten Kapuas,” ucap Nafiah.

Lebih lanjut Nafiah berharap bahwa
pada Rapat Paripurna ini laporan ini

-mendapat tanggapan positif dari se-

luruh anggota dewan yang terhormat.
“Pada saatnya nanti secara bersama-
sama antara pemerintah daerah dan
DPRD Kabupaten Kapuas dapat hekerja
sama membahas rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas
tahun anggaran 2022, sesuai tahapan
pembahasan dan mekanisme yang telah
ditetapkan dalam tata tertib dewan yang
terhormat,” tutur Nafiah.

Usai penyampaian tersebut dilakukan
penyerahan Naskah rancangan peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Pemerintah Kabu-
paten Kapuas tahun anggaran 2022 dari
Pemkab Kapuas kepada DPRD Kabu-
paten Kapuas. Mhmskmf/c-hr




